CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD
KECAMATAN BULUSPESANTREN
KAB. KEBUMEN TA 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan SKPD Kecamatan Buluspesantren disusun sebagai wujud

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan diharapkan dapat memberikan
informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana
untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan
keuangan pemerintah daerah pada Kecamatan Buluspesantren Kabupaten Kebumen.
Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi
kepada manajemen dalam pengambiian keputusan dalam usaha untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang telah ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah

pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undangNomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran
Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286);
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Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara ( lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 66, tambahan lembaran negara republic Indonesia Nomor 4400);
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban
Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha
Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007

Nomor 2, Tambatan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2021 Nomor 11);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor ... Tahun 2021 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor ..........);

22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

23. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen,

Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Babl Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan laporan kevangan SKPD

1.2 Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan SKPD

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab 11 Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

2.1 Iktisar Realisasi pencapaian target Kinerja keuangan SKPD

25 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
' ditetapkan

Bab I Penjelasan Pos -pos Laporan Keuangan SKPD

Rincian dari penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
SKPD:

3.1.1 LRA

3.12L0

3.1.3 Neraca

3.14LPE

3.1.5 CALK

Pengungkapan atas pos-pos asct dan kewajiban yang timbul

31

32 schubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan
' belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk

entitas yang menggunakan basis akrual,

Bab IV Penjelasan dan informasi-informasi non kevangan

Bab V Penutup
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